BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai permasalahan di atas, penulis akan menuliskan

beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan yang telah

dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya:

1.

Pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan adalah untuk
meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkugan hidup. Melalui instrumen pendanaan
lingkungan hidup, pelaku wusaha yang usaha/kegiatannya
bersinggungan dengan lingkungan hidup wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup karena pendanaan lingkungan hidup dapat
menjadi  mekanisme  penerapan  instrumen  perencanaan
pembangunan dan kegiatan ekonomi dan/atau instrumen Insentif
dan/atau Disinsentif. Dengan adanya instrumen pendanaan
lingkungan hidup, pemerintah dapat mengetahui setiap jenis
usaha/kegiatan di wilayah administrasinya termasuk bentuk potensi
dampak dan penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang
harus di serahkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Hal ini
dapat membantu pelaku usaha dalam melihat potensi dampak usaha
atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan termasuk
biaya teknologi untuk mitigasi dari dampak tersebut. Oleh karena
itu, akan ada jaminan dari pelaku usaha atas biaya pemulihan
lingkungan hidup dari pencemaran yang merupakan hasil dari
usaha/kegiatannya. Pelaksanaan instrumen pendanaan lingkungan
juga adalah wujud dari prinsip pencemar membayar bagi pelaku
usaha. Dengan adanya alokasi untuk pendanaan lingkungan hidup,
pelaku usaha secara langsung turut andil dan berperan dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
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2. Komitmen pelaku usaha dalam melindungi dan mengelola
lingkungan merupakan wujud kesadaran hukum pelaku usaha dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pelaku usaha juga harus
mengedepankan asas-asas pengelolaan lingkungan di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPPLH, terutama asas kehati-
hatian; asas manfaat; serta asas keberlanjutan. Dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan, pelaku usaha yang berperan sebagai
penggerak roda ekonomi juga harus memperhatikan lingkungan
hidup sekitar serta sosial budaya. Sehingga, pelaku usaha dalam
melakukan usaha/kegiatannya lebih memperhatikan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut juga menunjukan
bahwa pelaku usaha menghormati dan menganggap bahwa peran
masyarakat penting pada jalannya kegiatan/usaha pelaku usaha
karena tanpa masyarakat, roda ekonomi tersebut pun tidak akan

berputar sempurna.

5.2 Saran

Peran pemerintah dan pelaku usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup lebih dikembangkan di dalam Undang-Undang dalam berbagai
sektor ekonomi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesadaran hukum pelaku
usaha serta pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai salah
satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang merangsang pelaku usaha sebagai
stakeholder untuk memperhatikan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya
alam dalam usaha/kegiatannya. Dengan dikembangkannya undang-undang sektor
ekonomi lingkungan dapat membantu pelaku usaha dalam melihat potensi dampak
usaha atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan. tersebut juga
dilakukan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat untuk

generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
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